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A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat
merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala
masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan masyarakat baik
dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya
sejaran membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada
masalah korupsi.® Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001,
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana

korupsi disebutkan :

1. Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang atau suatu badan yang secara langsung atau tidak
langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau
perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya
bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.?

2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

'Evi Hartanti, Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 24.
2 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Politea, Bogor,434.



atau sarana yang ada atau yang karena jabatan atau kedudukan,
yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan

keuangan negara dan perekonomian negara.

Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal
209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan

Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri
seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu
kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya
atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap

melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan
kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal 418, 419 dan Pasal
420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak melaporkan

pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.?

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih luas lagi yaitu dengan

dicantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Pengertian korporasi

sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan,

%Ibid., 25.



bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*

Sedangkan menurut hukum islam disyariatkan Allah untuk
kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak di wujudkan
dengan pensyariatan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari
pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari
pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT.Oleh
karena itu larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah
untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah.
Larangan menggunakan sebagai taruhan judi dan memeberikannya kepada
orang lain yang diyakini akan menggunakan dalam bebruat maksiat,
karena pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT
jadikan kemaslahatan yang dituju dengan tidak tercapai. Ulama fikih telah
sepakat mengatakan bhwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang
karena bertentangan dengan islam.Sedangkan hukum memanfaatkan hasil
korupsi ialahmemanfaatkan mempunyai arti luas termasuk memakan,

mengeluarkannyauntuk kepentingan ibadah, social, dan sebagainya.

Memanfaatkan harta kekayaan yang di hasilkan dari tindak pidana
korupsi tidak berbeda dengan memanfaatkan harta yang di hasilkan
dengan cara-cara illegal lainnya, karena harta yang dihasilkan dari tindak

korupsi sama dengan harta rampasan, curian, hasil judi, dan sebagainya.

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Jika cara memperolehmya sama, maka hukum memanfaatkan hasilnya pun
sama. Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang
diperoleh dengan cara-cara yang terlarang adalah haram, sebab pada
prinsipnya harta itu bukanlah milik orang lain yang diperoleh dengan cara

yang terlarang.

Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat
juga dianalogikan dengan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara riba,
karena kedua bentuk perbuatan itu sama-sama illegal. Jika memakan harta
yang diperoleh secara riba itu di haramkan (Qs. Ali Imran:130). Maka
memakan harta hasil korupsi pun menjadi haram. Disamping itu ulama
memakai kaidah fikih yang menunjukkan keharaman memanfaatkan harta
korupsi yaitu , “apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram
memberikannya/memanfaatkannya. Oleh karena itu seperti yang
ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, selama suatu perbuatan
dipandang haram, maka selama itu pula diharamkan memanfaatkan
hasilnya, Namun, jika perbuatan itu tidak lagi dipandang haram, maka

hasilnya boleh dimanfaatkan,.

Selama hasil itu diharamkanmemanfaatkannya, selama itu pula pelakunya

dituntut untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah.”

Hukuman bagi koruptor selama ini tidak mendatangkan efek

jera.Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar

% Fuad Noeh, islam dan gerakan moral anti korupsi, Zikrul Hakim, Jakarta,1997,154-155.



pelaku korupsi dihukum mati.Selain mendorong pemberlakuan hukuman
paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum
kerja socia.MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor
menjatuhkan hukuman seberat beratnya kepada koruptor kakap, bahkan
hukuman mati. MUI juga merekomendasikan kerja sosial, selain pidana
penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas public, seperti pasar,
terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk member efek jerah

dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor.

Dan dalam pemberantasan korupsi ada istilah KPK atau Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).Tujuan dibentuknnya KPK tidak
lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi
(Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang

seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai

dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi

sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. ®

Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara

professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah

®Soedjono Dirjosisworo, Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi
Di Indonesia,Cv Sinar Baru, Bandung, 1984, 106.



merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat
pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah
dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime).
Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah
dibentuk KPK yang mempunya wewenang luar biasa, sehingga kalangan

hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).”’

Awal pembentukan KPK dengan semangat yang tinggi untuk
memberantas korupsi, namun beberapa bulan terbentuk nampaknya KPK
dibiarkan untuk mati suri. Hal tersebut terjadi karena kesalahan
pemerintah dan DPR pada waktu itu yang tidak serius memfasillitasi KPK
untuk membangun infra struktur yang kuat. Hal ini terbukti dengan KPK
tidak punya penyidik sendiri, tidak punya pegawai, tidak punya gedung
yang representatif dan tidak punya peralatan serta infra struktur untuk
bergerak cepat.Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai
ujung tombak memerangi korupsi, KPK menghadapi beberapa kendala
yang Kklasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Hal
ini mengundang kritik miring dari berbagai pihak seperti Munarman,
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahwa
KPK hanya mencari-cari alasan apabila ditagih tentang kinerja pimpinan
KPK. Dia juga menambahkan bahwa sulitnya memberantas korupsi karena

pemerintah  khususnya pejabat-pejabat yang berwenang dalam

’ Drs. Ermansyah Djaja, S.H., M.si, memberantas korupsi bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,
2008, 56.



memberantas korupsi sama sekali tidak memiliki kemauan politik

(political will).

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim hendaklah melihat
terlebih dahulu bukti-bukti dan keterangan-keterangan para saksi dan para
ahli.Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-
cara atau ketentuan-ketentuan tentang pembuktian sebagaimana telah
diatur dalam undang-undang. Pembuktian yang sah harus dilakukan di
dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa dan pemeriksaan
terhadap alat-alat bukti harus dilakukan di depan sidang.Dalam praktek
peradilan, kesulitan pembuktian dipersidangan disebabkan dua hal, yaitu
penyidik kurangsempurna mengumpulkan pembuktian dan kekurangan

pengertian terhadap penerapan hukum.®

System pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana
Indonesia dikenal dengan “system negative” (negatife wettelijk
bewijsleer), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran
materiil.System negatief merupakan system yang berlaku dalam hukum
acara pidana yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sekurang
kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang

bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).adalah ketentuan dasar dalam

8(pusat litbang kejaksaan agung R.1, Studi tentang peranan Alat bukti keterangan ahli dalam
penanganan perkara tindak pidana korupsi, 2008).



hukum pembuktian dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak

pidana, kecuali ditentukan lain dalam hukum pembuktian khusus.®

Penyimpangan hukum pembuktian ada dalam hukum pidana
korupsi, yang meliputi pada 2 hal pokok, yaitu : mengenai bahan-bahan
yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan mengenai
system pembebanan pembuktian.® Kegiatan pembuktian tindak pidana
korupsi di samping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam
KUHAP, tetapi dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku hukum
pembuktian khusus, pembuktian korupsi tetap memperhatikan Pasal 183
KUHAP, kecuali dalam hal pembuktian terbalik (Pasal 37 ayat (2) Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun
2011) seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal
yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal
yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan

perkara yang sedang diperiksa.

Keterangan ahli tidak perlu diperkuat denga alasan sebab
keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi.Apa
yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan dan fakta. Sedang
keterangan ahli adalah suatu penghargaan dan kenyataan dan/atau
kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahliannya.Apabila

keterangan ahli diberikan pada tingkat penyidikan, maka sebelum

°R. Wiyono, S.H, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, Grafika,
Jakarta, 2008, 105.
195 H Alatas, Korupsi,Lp3es, Jakarta, 1987, 120.



memberikan keterangan, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji
terlebih dahulu.Melihat ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP,
terutama pada tahap penyidikkan pemeriksaan ahli tidaklah semutlak
pemeriksaan saksi-saksi.Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik
“menganggap perlu” untuk memeriksanya (Pasal 120 ayat (1) KUHAP).
Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi
bias terungkap lebih terang. Pemeriksaan ahli akan menjadi mutlak
manakala jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan

pemeriksaan ahli.'*

KUHAP tidak menyebut kriteria yang jelas tentang siapa itu ahli.
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat maka tidak terbatas
banyaknya keahlian yang dapat memberikan Kketerangan sehingga
pengungkapan perkara akan semakin terang, terutama menyangkut tindak
pidana korupsi. Seorang ahli umpama mempunyai keahlian khusus
dibidangnya baik fotmal maupun informal karena itu tidak perlu
ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang
keahliannya.Hakimlah yang menentukan seseorang itu sebagai ahli atau
bukan melalui pertimbangan hukumnya. Keterangan ahli mempunyai visi,
apabila : apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang
masuk dalam ruang lingkup keahliannya. Yang diterangkan mengenai
keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang

sedang diperiksa.

Ypid., 25.
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Dalam praktek pengajuan ahli dalam persidangan dapat dilakukan
olen Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau penasehat hukumnya. JPU
mengajukan saksi ahli sesuai dengan apa yang terdapat dalam BAP atau
bias juga mengajukan ahli untuk terangnya perkara yang sedang berjalan
di pengadilan. Kadangkalah ahli yang diajukan oleh JPU dan penasehat
hukumnya dalam materi yang sama tetapi keterangannya berbeda, dalam
konteks ini tinggal hakim yang menentukan seseorang itu ahli dan bobot
keterangan dari ahli itu, sehingga ada penyesuaian keterangan dengan alat

bukti lain.*?

Seseorang ahli dalam memberikan keterangannya hanya
berdasarkan hanya kepada keahliannya dan pengetahuannya. Keterangan
ahli bukan menfsirkan terhadap peraturan perundang-undangan.dalam
kasus korupsi ahli hukum memberikan keterangan sebagai ahli tetapi pada
kenyataannya keterangan ahli tersebut dengan cara melakukan penafsiran
hukum. Keterangan ahli ekonomi dan ahli hukum tentang adanya kerugian
Negara dalam tindak pidana korupsi ditafsirkan berbeda dan kadang
bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Keterangan ahli yang
memberikan keterangannya karena penafsiran akan menimbulkan
inkonsistensi pendapat sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan
patokan hakim maupun putsan lainnya. Dalam hal ini hakim perlu melihat

kompetensi orang yang ditunjuk sebagai ahli.Tidak cukup berpatokan

Ipid., 27.
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kepada formalitas pendidikan atau status social orang tersebut, misalnya

terhadap seseorang professor yang ditunjuk sebagai ahli.

Peran pembuktian sangat penting dalam suatu proses hokum
dipengadilan, bila salah dalam menilai pembuktian akan mengakibatkan
putusan yang salah pula. Untuk menghindari atau setidak-tidaknya
meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang demikian, kecermatan
dalam menilai alat bukti dipengadilan sangat diperlukan, terutama dalam
kasus tindak pidana korupsi maupun pemeriksaan dalam sidang
pengadilan semakin diperlukan.keterangan ahli kan menjadi mutlak
manakala jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan

pemeriksaan ahli.*®

Dalam hal hakim membentuk keyakinan tentang kesalahan
terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, secara formal kedudukan alat
bukti keterangan ahli adalah sama dengan alat bukti lainnya, artinya
keyakinan boleh dibentuk atas dasar keterangan ahli dan alat bukti
petunjuk saja, karena telah memenuhi minimum bukti dimaksud Pasal 183
KUHAP. Hokum penyimpangan pembuktia yang ada dalam hokum pidana
korupsi, terdapat pada dua hal pokok, yaitu mengenai bahan-bahan yang

dapat digunkan.

Kegeraman hakim agung Artidjo Alkostar terhadap para pelaku

korupsi mungkin sudah mencapai klimaks. Di depan peserta seminar

13 1bid., 29.



12

‘Tantangan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum Bagi Pembangunan
yang Inklusif dan Berkesinambungan’ di Jakarta, Rabu (08/2), Ketua
Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana itu mengumumkan genderang
perang terhadap pelaku korupsi yang merusak. Kualifikasi korupsi sebagai
kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) tak ada gunanya jika dalam
praktik penerapannya dikelola secara biasa. Artidjo mengecam pembuat
Undang-Undang yang setengah hati memuat aturan pidana mati terhadap

pelaku korupsi. *

SeandainyaUndang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana
Korupsi tidak membuat persyaratan rumit untuk menjatuhkan vonis mati,
Artidjo siap menjadi pionir. “Saya yang pertama akan menjatuhkan vonis
mati terhadap koruptor,” ujarnya di depan peserta seminar.Persyaratan
rumit yang dimaksud Artidjo adalah penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No 20
Tahun 2001. Aturan sebelumnya, Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999
hanya menyebut “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatukikan ”. Syarat baru muncul pada 2001, yakni penjelasan pasal 2 ayat
(2). Pidana mati baru dapat dijatuhkan jika memenuhi salah satu syarat:
dana yag dikorupsi sebenarnya dipakai untuk penanggulangan keadaan
bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial
yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, atau

pengulangan tindak pidana korupsi. Persyaratan itulah yang disebut

YIpid., 31.
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Artidjo sebagai rumusan setengah hati. Ancaman hukuman hanya

berfungsi sebagai pemberatan.’®

Artidjo termasuk hakim agung yang sering menjatuhkan pidana
‘berat’ kepada terdakwa perkara korupsi. la berpendapat pelaku tindak
pidana korupsi harus bisa terjaring secara yuridis dan psikologis. Dalam
satu kasus Artidjo sebagai ketua majelis memperbaiki putusanjudex factie
karena vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan pidana minimal yang
diatur Undang-Undang. Dalam kasus lain, putusan bebas judex factie
dibatalkan dan menghukum terdakwa dengan vonis berat. Dalam putusan-
putusan perkara korupsi, dimana Artidjo bertindak sebagai ketua majelis,
jaksa acapkali diberi wewenang menyita dan melelang aset jika terpidana
tak membayar uang pengganti paling lambat satu bulan setelah putusan
berkekuatan hukum tetap.Bagi Artidjo, komitmen politik dalam
pemberantasan korupsi sangat penting. Jika komitmen tidak ada dan
contoh keteladanan kurang, harap Artidjo, pemangku kepentingan harus
tetap berkomitmen menjaga martabat bangsa. “Alangkah malangnya

republik ini, jika penegak hukumnya kalah pintar dari koruptor”.

Seperti contoh pada putusan Hakim Agung Atidjo Alkostar yang
akhirnya membuat Angelina Sondakh harus lebih lama mendekam di
istana terakhir pada koruptor, vonis 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta

dan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta

Bhttp: Detiknews.com
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dollar AS atau sekitar Rp 27,4 miliar. Pasti akan membuat efek shock
tertentu bagi para calon-calon koruptor yang masih ingin menggarong
uang Negara dengan jabatan yang dipercayakan kepdanya, putusan yang
memotivasi lembaga-lembaga penegak hokum lainnya untuk lebih agresif
memerangi tikus-tikus koruptor yang masih banyak bersembunyi pada

kolong kolong kekuasaan.*®

Hakim asli Madura ini memang tidak terlalu silau dengan
kemewahan duniawi, dari awal karirnya sebagai pratisi hokum nyaris tidak
ada kemewahan yang bisa kita indikasikan terhdap sosoknya kecuali
kegemarannya memelihara ikan koi yang dia pelihara di aquarium jika itu
dianggap kemewahan, hakim yang mengawali karirnya melalui jalur
pengacara ini dalam menjalankan prinsipnya untuk menegakkan keadilan
memang jauh dimulai sejak dirinya aktif di LBH bahkan Artidjo sempat
menduduki sebagai ketua LBH, Artidjo Alkostar ini aktif melakukan
pembela pembelaan dikasus yang sedikit berbahaya karena tak jarang dia
harus berjibaku menyelamatkan diri ketika melakukan pembela-pembelan

dikasus yang tengah ditanganinya.*’

Artidjo Alkostar menjabat hakim agung pada September 2000
berbarengan dengan pengangkatan sejumlah hakim agung nonkarier
laindengan harapan bisa membersihkan wajah peradilan. Dalam

kesederhanaan hakim agung yang masih suka menumpang bajai karena

16K ompasiana.com
7 Biografi Artidjo Alkostar http://www.library.ouiou.edu/indopubs/2001/07/07/0021.html
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memang tidak mempunyai mobil, mencoba memenuhi harapan masyarakat
dengan caranya. Artidjo Alkostar pernah melakukan pembelaan terhadap
sekitar lima sampai enam demonstran di Dili Timor-Timor yang dikenal
dengan kasus Santa Cruz di tahun 1992, Artidjo bias dikatakan mampu
mempertahankan prinsipnya hidup sederhana ketika dirinya sudah
menjabat sebagai orang penting di negeri ini adalah bukti yang tidak
terbantahkan dari sosoknya. Komitmen tingginya dalam memerangi
korupsi yang terjadi di negeri ini terlihat dari putusan-putusan yang
dijatuhkan terhadap kasus yang ditanganinya, para gerombolan koruptor
itu harus merasakan taji hokum jika harus berhadapan dengan Hakim

Agung Artidjo Alkostar.

Identifikasi

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok

yang ingin dikaji adalah :

1. Pengertian tindak pidana korupsi

2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi

3. Analisis yuridis terhadap pandangan Artijo Alkoster tentang

pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi

Rumusan Masalah
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Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih
praktis dan operasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan

masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan Artidjo Alkostar terhadap pemberatan hukuman

bagi pelaku tindak pidan korupsi ?

2. Bagaimanakah analisis yuridis putusan Artidjo Alkostar terhadap

pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidan korupsi ?
d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas/penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat
jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan
atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. ‘®Berkaitan dengan
tema tindak pidana korupsi pernah dibahas oleh Mahasiswa Fakultas
Hukum yang bernama Andi Syamsurizal Nurhadi dengan judul “ Tinjauan
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang

Dalam Jabatan ”.

Adapun hasil temuan dari skripsi tersebut adalah tindak pidana
korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar
biasa untuk itu sewajarnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu

adalah hukuman luar biasa juga. Dengan memperhatikan fakta yang

8Skripsi “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam
jabatan (putusan Nomor : 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS), Andi Syamsurizal Nurhadi, 2013.
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terungkap dipersidangan, bahwa negara dalam hal ini PT.Taspen (Persero)
telah mengalami kerugian sebesar Rp.408.181.900 dan terdakwa telah
mengembalikan kerugian negara kepada PT Taspen sebagai kelebihan
pembayaran gaji pensiunan yang tidak berhak sesuai tagihan sebanyak
Rp.521.000.000 dan keterangan saksi bambang Botto Laras, bahwa akibat
pembayaran gaji pensiunan kepada orang yang tidak berhak. *°Dan skripsi
lainnya yang berjudul “ Penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan
rekontruksi pasca gempa tahun 2006 di kabupaten Bantul (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Bantul NO. 222/pid.Sus/2010/PN.Btl) ” Karya
Amalia Hidayati Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa upaya penanganan kasus
korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa yaitu dengan
tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan yang
dilakukan oleh penegak hukum vyaitu kejaksaan sebagai institusi terkait.
Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca
gempa dapat dilakukan dengan perbaikan sumber daya manusia itu sendiri
terutama untuk nilai dan moral manusia, perbaikan tersebut harus dimulai
dari usia muda, misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi
dalam kurikulum sekolah, melalui media pendidikan akan diharapkan

menciptakan budaya antikorupsi sejak usia muda. Dan cara merekrut

YSkripsi Penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa tahun 2006 di
kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul NO. 222/pid.Sus/2010/PN.Btl),
Amalia Hidayati, 2013.
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aparat lembga pengawasan tindak pidana korupsi harus disaring melalui

rekruitmen dengan sistem TPA (Transparan, Partisipatif, Akuntabel).

e. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-

pertanyaan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana korupsi

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pandangan Artidjo
Alkostar tentang pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana

korupsi.

f. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek :

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan
tentang pertanggungjawaban pidana korupsi dan cara memberantas
tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1990.

2. Aspek terapan praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak

hukum di Indonesia.
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b. Untuk menambah kesadaran mayarakat tentang penegakan sanksi

hukum tindak pidana korupsi.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum

kepada masyarakat.

g. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis : Hakim pada tindak pidana korupsi terdiri atas
Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc. Hakim Karier adalah hakim pada
pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang
ditetapkan sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi, Hakim ad hoc
adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang
ditentukan dalam UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi sebagai hakim tindak pidana korupsi.

2. Pemberatan Hukuman: Yaitu seseorang melakukan kejahatan yang
sejenis (homologus residivis) artinya ia mengulang suatu tindak pidana
dan mengulangi perbuatan yang sejenis dalam batas waktu yang
tertentu, misalnya lima tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa

hukumannya.

3. Tindak Pidana Korupsi: Menurut UU No 31 Tahun 1999 Tindak
Pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuata memperkaya diri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
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pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan

denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.
h. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh
dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu
penelitian untuk memperolen kembali pemecahan terhadap
permasalahan.?® Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode-metode sebagai berikut :
1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
putusan. Pengumpulan data dengan menggunakan analisis putusan ini
ditempuh dengan cara browsing direktori putusan Mahkamah Agung,
mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji data yang menyebutkan
tentang putusan Artijo Alkoster terhadap pemberatan hukuman bagi
pelaku tindak pidana korupsi berupa putusan Artidjo Alkostar dalam

memutus pekara kasus korupsi Angelina Sondakh.
2. Sumber data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan

akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas

%Joko Subagyo, Metode Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1994),
2.
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dan kualitas data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini

adalah :

a. Sumber Primer

1) Putusan yang menyebutkan Artidjo Alkostar memberi

pemberatan hukuman.

b. Sumber Sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab atau
bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi,

misalnya :

1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan

tindak pidana korupsi

2) Korupsi Di Indonesia (Masalah dan Pemecahannya) Karangan

Andi Hamzah

3) Tindak Pidana Korupsi Karangan Evi Hartanti

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Citra Wacana

5) Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Karangan Lilik

Mulyadi

6) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan

pembahasan skripsi ini.

3. Subjek Penelitian
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Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kuantitatif, dapat
menggunakan model matematis, teori-teori dan hipotesis yang
berkaitan dengan fenomena alam. Penelitian ini lebih sistematis,

terencana dan terstruktur.

. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah melalui
browsing di direktori putusan Mahkamah Agung untuk mendapatkan
putusan kasus korupsi Angelina Sondakh. Karena kategori penelitian
ini adalah konten analisis, maka teknik pengumpulan datanya melalui
putusan. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi.
Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan
penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel,
koran dan lainnya sebagai data penelitian. Sehingga teknik inilah yang
penulis gunakan untuk melengkapi yang berkaitan dengan pandangan
Artijo Alkoster terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku tindak

pidana korupsi.

. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi
kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa

putusan, buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.



b.

23

Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah
diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan
makna, keselarasan dan Kkesesuaian antara data primer dan
sekunder tentang pandangan Artijo Alkoster terhadap pemberatan

hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang
telah diperoleh tentang pandangan Artijo Alkoster terhadap

pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Analyzing, yaitu memberikan analisis dari data-data mengenai
pertanggungjawaban dan/atau sesuatu yang harus dilakukan oleh
pelaku atas tindakannya yang melakukan tindak pidana korupsi,
macam-macam bentuk pertanggungjawaban dan sanksi atas

seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan cara analisis data yang secara

nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunannya.

Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan

dijelaskan penggunannya untuk menganalisis data.

Sistematika Pembahasan

yaitu :

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab,



Bab pertama

Bab Dua

Bab Tiga

Bab Empat

Bab Lima
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:pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang
menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar
penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.

pada bab ini membahas tentang undang-undang
wewenang kehakiman sebagai pertimbangan hakim

Artidjo Alkostar dalam memutus suatu perkara,

:pada bab ini berisi tentang uraian tinjauan undang-
undang tentang putusan Artidjo dalam kasus tindak

pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh.

: pada bab ini menjelaskan analisis tentang pemberatan
hukuman yang dilakukan Artidjo Alkostar dalam
memutus suatu perkara korupsi, Analisa putusan kasus

Angelina Sondakh.

:pada bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri

semua pembahasan dengan kesimpulan dan saran.



